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RINGKASAN 

Judul penelitian yang peneliti ambil yakni “Evaluasi Sistem Keuangan Dana Desa Pada Desa 

Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang”. 

   Latar belakang penelitian ini dilakukan oleh peneliti berdasarkan peraturan yang 

ditentukan oleh pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pelaksanaan yang 

terjadi di lapangan apakah sudah terealisasi dengan baik dan benar atau belum. Pada 

proses perencanaan juga belum dilaksanakan sesuai dengan sistem yang diterapkan dan 

tidak adanya ketegasan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan keuangan Dana 

Desa.  

   Dalam penelitian ini tujuannya untuk mengetahui Perencanaan dan Pengelolaan 

Keuangan Dana Desa di Desa Landungsari apakah sistem yang dijalankan sudah 

berurutan dengan kebijakan Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Desa. Metode penelitian digunakan ialah pendekatan deskriptif 

dengan jenis penelitian kualitatif. Data diperoleh dari lapangan secara langsung melalui 

wawancara (data primer) dan data yang diperoleh dari buku-buku dan dokumen lain dari 

instansi terkait (data sekunder).  

   Dapat disimpulkan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti pelaksanaan 

dalam bidang keuangan belum maksimal karena banyak hal sebagai berikut: hal yang 

Pertama minimnya pengetahuan perangkat desa dalam pertanggungjawaban mengenai 

dana desa yang masuk ke kas desa, hal yang kedua yang sering dilakukan yakni 

keterlambatan material untuk pembangunan yang mengakibatkan waktu menjadi molor 

atau waktu tidak sesuai dengan kesepakatan dalam perencanaan awal. Maka 

kesimpulannya Bahwa di Desa Landungsari dengan anggaran yang dianggarkan dari 

Dana Desa dengan nilai yang besar tetapi pada saat direalisasikan belum secara maksimal 

dilaksanakan di lapangan sesuai dengan perencanaan pembangunan. 

  



 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pemerintahan sekarang yang berlaku untuk peran dana desa tentu membantu jalannya 

pemerintahan daerah dalam hal ini desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam pemerataan 

pembangunan fisik maupun sumber daya  

Perencanaan awal agar bisa terlaksananya pembangunan desa yakni fokus terhadap 

pengembangan usaha kecil menengah dan pemberdayaan masyarakat, ini karena dengan 

meningkat atau bertambahnya biaya untuk pembangunan desa yang disalurkan untuk kegiatan 

pembangunan desa setiap tahunnya untuk kegiatan yang berupa pembangunan pemberdayaan 

masyarakat pedesaan ataupun pembangunan fisik di desa. Saat ini pemerintah sangat aktif atau 

pada daerah maupun pusat terhadap pengembangan wilayah ataupun pengembangan 

pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa adalah biaya untuk pembangunan yang 

dialokasikan secara khusus melalui APBD yang digunakan sebagai fasilitas pembangunan desa 

dan pemberdayaan desa yang disalurkan dalam bentuk ADD yang kita kenal sekarang ini.  

Dalam UU No. 32 tahun 2004 mengatur pemerintah daerah mengenai sistem 

desentralisasi dalam hal penyerahan kekuasaan pemerintah pusat kepada daerah otonomi 

berdasarkan asas. Negara Indonesia memberikan kebebasan pada setiap desa agar melaksanakan 

semua cara dan tahapan-tahapan perencanaan awal yang dapat menopang pemerataan 

pembangunan di setiap wilayah. Otonomi yang diberikan pada desa sangat besar dengan 



 
 

 
 

wewenang yang diberikan pada pemerintah desa agar bisa dikelola dengan baik dan 

dimanfaatkan dengan baik dan benar sumberdaya yang dimiliki. 

 Desa sebagai bagian dari lembaga pemerintah yang langsung berhadapan dengan 

masyarakat desa,  dari berbagai keadaan dan kepentingan. Pada dasarnya melaksanakan kegiatan 

yang berkaitan dengan pelayanan publik. Pemerintah desa mempunyai peraturan walaupun tidak 

dijelaskan antara asli dan informal, yang diwajibkan masyarakat desa harus memiliki otonomi 

dan ketegasan. 

Pertanggungjawaban yang sangat besar berupa fasilitas dan infrastruktur  yang baik 

sangat dibutuhkan untuk penopang otonomi desa yang mandiri. Dasar yang kuat dalam 

melaksanakan otonomi desa agar dapat mendukung pelayanan kepada masyarakat untuk 

menunjang ekonomi desa secara merata. Pemerintah menerbitkan peraturan baru yakni ADD 

untuk meningkatkan kebutuhan disegala bidang. ADD merupakan dana langsung dari 

pemerintah kabupaten untuk desa, agar dapat merumuskan hubungan keuangan antara 

pemerintah kabupaten dan pemerintahan Desa yang jelas diperlukan pengertian yang memadai 

tentang tanggungjawab yang diterima oleh pemerintah desa.  

Haw Widjaja (2003:3), mendefinisikan Desa merupakan persatuan antar masyarakat  

yang berlandaskan peraturan dengan berbagai pasal yang asli dan sangat istimewah”. Yang 

dijelaskan dalam peraturan pemerintah tahun 2014 No. 43. Tentang dana yang disalurkan ke desa 

yakni dana dari APBN yang ditransfer ke desa untuk mensejahterakan masyarakat desa melalui 

pemberdayaan masyarakat, pembangunan, pembinaan, dan kegiatan pemerintahan. Ada dana 

yang berupa ADD yang disalurkan dari pemerintah kabupaten atau pun kota pada desa yang 

sudah dikurangi dari biaya alokasi khusus. APBD akan dirancang dalam bidang keuangan setiap 

tahunnya.  



 
 

 
 

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang disalurkan langsung dari pemerintah 

kabupaten pada pemerintah desa, untuk memastikan hubungan baik harus memiliki ilmu tentang 

kewenangan pada perangkat desa. Bantuan yang diberikan harus digunakan dengan sebaik 

mungkin atau secara terencana sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. 

Dalam kebijakan yang telah diatur Alokasi dana Desa sebesar 100% yakni dibagi menjadi dua 

tahap, pada tahap pertama sebesar 60% digunakan untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan, 

yang diutamakan di bidang pendidikan, pemberdayaan  serta peningkatan ekonomi desa. Yang 

kedua 40% dialokasikan untuk pemerintah dan masyarakat desa. Pemerintah desa merupakan 

kepala desa yang dibantu oleh aparat desa lainnya. Perangkat desa akan bekerja sama untuk 

merencanakan pembangunan untuk kemajuan desa tersebut, pemerintah desa bertanggungjawab 

sesuai dengan peraturan yang ada agar bisa mendorong pemberdayaan masyarakat dan semua 

belanja umum maupun pembangunan desa. 

Penggunaan ADD agar tercapai dengan maksimal harus mengikuti peraturan penerimaan 

desa yakni 30% dialokasikan untuk penggunaan operasional desa, dan 70% digunakan untuk 

belanja masyarakat. Peraturan dalam ADD belum diketahui oleh masyarakat sebagai sasaran 

utama, Karena minimnya pengetahuan pemerintah desa dalam bersosialisasi. Sumber daya 

manusia yang sangat kurang menyebabkan pengelolaan keuangan tidak memadai dan belum 

terarah. 

Sistem pengelolaan keuangan dana desa Landungsari perlu diawasi sebagaimana 

mestinya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2014 No. 113 tentang pengelolaan 

keuangan desa. 

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi 

Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang Tahun 

2019”.  

1.2 Rumusan Masalah 



 
 

 
 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut; Bagaimana Perencanaan dan Pengelolaan Dana Desa Pada Desa 

Landungsari,  Kecamatan Dau, Kabupaten Malang Tahun 2019? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah agar mengetahui Perencanaan dan Pengelolaan  Dana Desa pada 

Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang Tahun 2019.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:  

1. Akademisi 

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dan memberikan sumbangan 

pemikiran konseptual bagi peneliti selanjutnya yang sejenis dan penelitian 

selanjutnya dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan untuk kemajuan di dunia 

pendidikan. 

 

2. Praktisi 

Harapan peneliti dapat memberikan informasi berupa ilmu yang berguna bagi 

Kantor Desa Landung sari, Malang Jawa Timur, yaitu dalam hal mengenai 

perencanaan dan pengelolaan dana Desa untuk kemajuan Desa Landungsari 

kedepannya. 
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